PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: Kpts. | 5/DPRD-ROHUL/2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang :a. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65
mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh

Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, telah dilakukan

pembahasan oleh DPRD sesuai dengan

pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD
tentang Tata Tertib DPRD dan telah mendapat persetujuan

bersama;

c. bahwa untuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana tersebut huruf b, perlu di tetapkan dengan

Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
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3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republikl Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5679 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022
tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6827);

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 1 tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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9.

10.

11.

12.

13,

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transper Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor §7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penggangaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Kklasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Memperhatikan:

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan);
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2);

Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun
2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan
Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

Nomor 47);

Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Banggar
atas Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran
2025 sekaligus Pengambilan keputusan terhadap Ranperda
tersebut yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2024.
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MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU ¢ Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

KEDUA

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun Anggaran 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar
Rp. 1.576.009.952.062,00, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 183.351.377.154,00
b. Pendapatan Transper Rp. 1.366.800.880.026,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi Rp. 1.218.780.899.512,00

b. Belanja Modal Rp. 193.071.208.890,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 36.357.598.000,00
d. Belanja Transper Rp. 127.800.245.660,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (25.857.694.882,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 25.857.694.882,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
Pembiayaan Netto Rp. 25.857.694.882,00

a. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan (SILPA) Rp. B
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian

Pada tanggal 28 Agustus 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,

NOVLI WANDA ADE PUTRA
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